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MOTTO 

KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN SEGALA UPAYA DAN 

USAHA  YANG  DI SERTAI DOA,  KARENA  SESUNGGUHNYA NASIB 

MANUSIA TIDAK AKAN BERUBAH DENGAN SENDIRINYA TANPA 

BERUSAHA 

 

 PERSEMBAHAN 

Karya ini, penulis persembahkan kepada : 

1. Allah SWT, karena atas pertolongan dan segala limpahan rahmat serta 

hidayahNYA sehingga dapat menyelesaiakn Skripsi ini. 

2.  Ibu dan Bapak, yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus tanpa 

mengharapkan apapun dan yang memberikan apa artinya sebuah kehidupan dalam 

meraih cita cita . 

3. Istri dan anak-anakku, terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang luar 

biasa,yang takkan pernah sanggup terbalaskan  hanya doa dari kalian akhirnya 

suami/ayahm-mu lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum. 

4. Kakak dan Adikku, terima kasih untuk kalian yang selalu mendoakan dan 

memberikan semangat kepadaku,semoga selalu dalam lindungan  dan di berkahi 

Alloh SWT 

5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada 

kalian yang telah mendoakan dan memberikan semangat sehingga dapat 

menyelesaikan pembuatan skripsi ,semoga selalu dilindungi dan di berkahi Alloh 

SWT  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH 

SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan 

Pula Kepada Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah 

satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya. 
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Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Hakim Memutuskan Pidana Bersyarat ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 

2731 K/Pid.Sus/2010 ) ”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari 

harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.  

 Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Drs.  Bambang  Karsono, S.H.,  M.M.,  selaku  Rektor  Universitas  Bhayangkara  

Jakarta   Raya. 

2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbin 

dan memberikan pemikiran  yang transformatif.   

4. Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.,  selaku Dosen pembimbing materi yang 

telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan 
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kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Momon Mulyana, S.H., M.S.i., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula 

banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum. 

6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika  yang tidak 

mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses 

pendidikan saya. 

7. Kedua orang Tua Penulis, Ayahanda Tekad Rijadi dan Ibunda Tutik Haryati terima 

kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan 

memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan  yang selalu 

memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Istri saya yang telah memberikan dukungan dengan sebuah kesabaran atas segala 

kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi hingga skripsi ini. 

9. Kepada Bapak Kapolsek Serang Baru beserta Jajaran  yang telah memberikan 

waktu dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaiakan skripsi ini .  

10. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yeng terlibat langsung dan 

tidak langsung  dalam dinamika pemikiran terhadap penulis. 

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini 
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konstrukruktif dari para  pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Wassalamu ‘alaikum Wr, Wb. 
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ABSTRAK 

 
Surya Abadi. 201210115175,Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hakim 
Memutuskan Pidana Bersyarat, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 
K/Pid.Sud/2010), xi, 107 halaman, 2016 
 
Kata Kunci : Duta Besar, Hukuman Pidana Bersyarat, Korupsi 
 

Di Indonesia, terutama di Pemerintah Indonesia memposisikan tindak pidana 
korupsi sebagai hal yang luar biasa dan  menjadi spesifik. Dimana sebelum 
berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi , pelaku tindak pidana korupsi di 
hukum ringan dan hukuman yang ada tidak membuat jera pelaku maka hukuman 
yang dijatuhkan harus sangat berat sehingga menjadi dasar lahirnya Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa,n Tindak Pidana Korupsi Yang Di 
Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
  Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah hakim dalam 
memutus putusan Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 telah sesuai 
dengan tujuan pemidanaan  dan juga apakah putusan tersebut sesuai dengan Undang- 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Yang 
Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi .dan Untuk meneliti  hal tersebut penulis menggunakan 
metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder . 

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan dalam Undang-Undang nomor 31 
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi 
tidak di temukan hukuman pidana bersyarat ( percobaan) tetapi hukuman pidana 
Minimal 1 tahun dan Sema no 4 tahun 2011 yang mengatur justice collaborator dan 
wistle blower dengan ketentuanya tidak sesuai penerapannya pidana bersyarat. 

Kesimpulan Penelitian ini adalah Hakim dalam mutus perkara Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 2731 K/Pid.Sus/2010 tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Di 
Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) kepada 
pelaku tindak pidana korupsi. 
  

               Pembimbing : 
              Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M. 

                                                                     Dr. Momon Mulyana, S.H., M.Si. 
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